
 

 

 

 

 

BUPATI RAJA AMPAT 

PROVINSI PAPUA BARAT 

 

PERATURAN BUPATI RAJA AMPAT 

NOMOR 26 TAHUN 2022 

 

TENTANG 

 

RETRIBUSI PENJUALAN BARANG KELONTONG, KEGIATAN USAHA MAKAN/MINUM 

KAKI LIMA DAN KEGIATAN USAHA LAINNYA DI TEPI JALAN UMUM 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI RAJA AMPAT, 

 

Menimbang : a. bahwa sejak diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten 

Raja Ampat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa 

Umum, banyak obyek retribusi yang belum diakomodir, 

karena tidak tersedia fasilitas pendukung atas obyek 

dimaksud, maka pengenaan atas retribusi jasa umum perlu 

diatur  kembali;  
 

  b. bahwa obyek retribusi jasa umum yang belum diatur 

sebagaimana dimaksud pada huruf a, berupa penjualan 

barang kelontong, kegiatan usaha makan/minum kaki lima 

dan kegiatan usaha lainnya di tepi jalan umum sambil 

menunggu penetapan dengan peraturan daerah, dan untuk 

menghindari kevakuman hukum, maka perlu diatur dengan 

Peraturan Bupati; 
 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan 

Bupati tentang  Retribusi Penjualan Barang Kelontong, 

Kegiatan Usaha Makan/Minum  Kaki Lima  dan Kegiatan 

Usaha lainnya di Tepi Jalan Umum ; 

    

Mengingat  : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969  tentang 

Pembentukan Daerah Propinsi Otonom Irian Barat dan 

Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969  Nomor 

47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2907); 

  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi 

dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3851); 



 

 

  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 

Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6697); 

  4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, 

Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, 

Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, 

Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten 

Mappi, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Kaimana, 

Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Teluk Wondama di 

Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4245); 

  5. Undang-undang Nomor 17  Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

  6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

  8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801); 

 



 

 

  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

beberapa kali  diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor  38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif  Pemungutan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781 

); 

 

 

 

 



 

 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan :

  

PUNGUTAN ATAS RETRIBUSI PENJUALAN BARANG 

KELONTONG, KEGIATAN USAHA MAKAN/MINUM   DAN 

KEGIATAN USAHA LAINNYA DI TEPI JALAN UMUM. 

 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Raja Ampat. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah.   

3. Kepala Daerah adalah Bupati Raja Ampat. 

4. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat. 

5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi 

Daerah sesuai ketentuan  Peraturan Perundang-undangan. 

6. Badan pengelola retribusi dan pajak daerah yang selanjutnya disingkat 

BP2RD adalah Badan yang sesuai tugas pokok dan fungsinya 

menyelengarakan urusan pemerintahan daerah dibidang pajak daerah dan 

retribusi daerah. 

7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolah Pajak dan Retribusi Daerah 

Kabupaten Raja Ampat. 

 

  19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan 

Pemerintahan menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Raja Ampat  (Lembaran Daerah Kabupaten Raja 

Ampat Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Raja Ampat Nomor 2); 

  20. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 10 Tahun 2011 

tentang Retribusi Jasa Umum  (Lembaran Daerah Kabupaten 

Raja Ampat Tahun 2011 Nomor 76, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011 Nomor 72); 

  21. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 6 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Raja Ampat (Lembaran Daerah 

Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020 Nomor 153, Tambahan 

Lembaran Dearah Kabupaten Raja Ampat Nomor 122) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Raja Ampat Nomor 5 Tahun 2020 tentang 

Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 

2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 

2020 Nomor 152, Tambahan Lembaran Dearah Kabupaten 

Raja Ampat Nomor 121); 

 



 

 

8. Organisasi  Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah 

Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah yang sesuai tugas pokok dan 

fungsinya meyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang 

pelayanan, pembinaan kemasyarakatan, dan pembangunan  bagi 

masyarakat diwilayah Kabupaten Raja Ampat. 

9. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala 

OPD adalah Kepala Dinas dan Kepala Badan dilingkungan Pemerintah 

Kabupaten Raja Ampat. 

10. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah pada  PT. Bank Papua Cabang 

Waisai Kabupaten Raja Ampat. 

11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 

kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 

usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 

lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik 

Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, 

koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi 

massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan 

bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk 

usaha tetap. 

12. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan 

daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 

khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 

kepentingan orang pribadi atau Badan. 

13. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan 

yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat 

dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 

14. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah 

Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat 

dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 

15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan 

Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 

retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 

16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas 

waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan 

tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 

17. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat 

disingkat SPORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk 

melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan 

dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-

undangan Retribusi Daerah. 

18. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPRD 

adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan 

perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan 

retribusi. 

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah 

surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang 

terutang. 



 

 

20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya dapat 

disingkat SKRDT, adalah Surat Keputusan yang menetukan tambahan 

atas jumlah Retribusi Daerah Lebih  yang telah ditetapkan. 

21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat 

disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menetukan jumlah 

kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi yang lebih 

besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang. 

22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah 

surat yang melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi 

berupa bunga dan/atau denda. 

23. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atau Keberatan 

terhadap SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi. 

24. Pemeriksaan adalah Serangkaian Kegiatan untuk mencari, 

mengumpulkan, dan mengola data dan/atau keterangan lainnya dalam 

rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah 

berdasarkan Peraturan Perundang–undangan Retribusi Daerah. 

25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah APBD Kabupaten Raja Ampat. 

 

 

BAB II 

PENETAPAN JENIS RETRIBUSI JASA UMUM   

 

Pasal 2 
 

Jenis retribusi jasa umum yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, sebagai 

berikut: 

a. retribusi penjualan barang kelontong; 

b. retribusi kegiatan usaha makan/minum; dan  

c. retribusi kegiatan  usaha lainnya.  

  

Pasal 3 

(1) retribusi penjualan barang kelontong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

2 huruf a, meliputi kegiatan usaha berupa kios penjualan barang-barang 

campuran di tepi jalan umum. 

(2) Retribusi kegiatan usaha makan/minum sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 huruf b, meliputi usaha warung makan/minum kaki lima, 

bakso/pangsit/soto, es buah, es campur dengan menggunakan gerobak 

dorong dan/atau panggul, penjualan pinang, kelapa parut, penjualan 

sayur-mayur dan buah-buahan di tepi jalan umum. 

(3) Retribusi kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

huruf c, meliputi pencucian toko material bangunan, kendaran roda dua 

dan roda empat, service alat-alat elektronik, Barbershope, Salon, penjahit, 

tabung selam, pencetakan batu-bata, bata merah. 

 

 

 

 

 



 

 

BAB III 

 

NAMA, OBYEK, TINGKAT PENGUNAAN DAN  

BESARNYA STRUKTUR RETRIBUSI  

 

Bagian kesatu 

Nama dan Obyek 

 

Pasal 4 

(1) Dengan nama retribusi penjualan barang kelontong, kegiatan usaha 

makan/minum kaki lima dan kegiatan usaha lainnya di tepi jalan umum, 

dipungut retribusi atas penyediaan fasilitas oleh Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah  berupa fasilitas trotoar dan prasarana jalan umum.  

(2) Obyek retribusi penjualan barang kelontong, kegiatan usaha 

makan/minum kaki lima dan kegiatan usaha lainnya di tepi jalan umum, 

adalah penyediaan fasilitas trotoar dan prasarana jalan umum yang 

dibangun Pemerintah dan Pemerintah  Daerah termasuk jalan lingkungan 

yang digunakan oleh masyarakat selaku  pelaku usaha untuk berdagang.    

(3) Dikecualikan dari objek retribusi penjualan barang kelontong, kegiatan 

usaha makan/minum kaki lima dan kegiatan usaha lainnya di tepi jalan 

umum, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah kegiatan usaha yang 

dikelola oleh Instansi Pemerintah, TNI/POLRI, BUMN, BUMD, Kelurahan 

dan Pemerintah Kampung serta pihak swasta dilingkup kerjanya.  

 

Bagian Kedua 

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa  

 

Pasal 5 

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis usaha, ukuran tempat 

usaha dan lokasi tempat usaha, yang dikategorikan berdasarkan klasifikasi 

jalan protokol dan jalan lingkungan.   

 

Bagian Ketiga 

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi 

 

Pasal 6 

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi penjualan barang kelontong, kegiatan 

usaha makan/minum kaki lima dan kegiatan usaha lainnya di tepi jalan 

umum, ditetapkan berdasarkan klasifikasi jalan. 

(2) Klasifikasi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai 

berikut : 

a. Jalan Protokol ditetapkan sebesar Rp. 4.000,-/hari; dan 

b. Jalan lingkungan ditetapkan sebesar RP. 2.000,-/hari.  

 

 

 

 

 



 

 

BAB IV 

GOLONGAN, PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF 

 

Bagian Kesatu 

Golongan Retribusi 

 

Pasal 7 

Retribusi penjualan barang kelontong, kegiatan usaha makan/minum kaki 

lima dan kegiatan usaha lainnya di tepi jalan umum digolongkan kedalam 

Golongan Retribusi Jasa Umum. 

 

Bagian Kedua 

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif  

 

Pasal 8 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi penjualan barang 

kelontong, kegiatan usaha makan/minum kaki lima dan kegiatan usaha 

lainnya di tepi jalan umum, ditetapkan dengan memperhatikan 

kemampuan masyarakat selaku pedagang, aspek keadilan, efektifitas 

pengendalian dan pengawasan terhadap pelaku usaha.  

(2) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dipergunakan untuk menutup sebagian biaya operasional, biaya 

administrasi dan menunjang biaya pembangunan.  

 

 

BAB V 

WILAYAH PEMUNGUTAN, PEMUNGUTAN  

DAN TATACARA PEMBAYARAN   

 

Pasal 9 

Retribusi penjualan barang kelontong, kegiatan usaha makan/minum kaki 

lima dan kegiatan usaha lainnya di tepi jalan umum, yang terutang dipungut 

di sepanjang jalan protokol dan jalan lingkungan di Waisai Ibukota Kabupaten 

Raja Ampat dan di Ibukota Distrik se-Wilayah Kabupaten Raja Ampat.  

 

Pasal 10 

Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan karcis, kupon, dan kartu 

langganan, yang diterbitkan oleh OPD teknis pemungut yang sesuai tugas 

pokok dan fungsinya melakukan pemungutan atas retribusi daerah. 

 

Pasal  11 

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus. 

(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari 

sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang 

merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi. 

 



 

 

(3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya 

atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda 

dengan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang 

terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan 

STRD. 

(4) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan 

yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi 

untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan 

dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan. 

 

Pasal 12 

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat 

lain yang ditetapkan oleh Bupati. 

(2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 

dengan menggunakan SSRD. 

 

 

BAB VI  

TATACARA PENAGIHAN 

 

Pasal 13 

(1) Untuk melakukan penagihan Retribusi, Bupati dapat menerbitkan STRD 

jika Wajib Retribusi tidak membayar Retribusi Terutang tepat pada 

waktunya atau kurang membayar. 

(2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

didahului dengan surat teguran. 

(3) Jumlah kekurangan Retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), ditambah dengan sanksi administratif berupa 

bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang 

yang tidak atau kurang dibayar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB VII  

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal  14 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Raja 

Ampat. 

 
 

 
Ditetapkan di Waisai 
pada tanggal 6 September 2022 

BUPATI RAJA AMPAT, 
          CAP/TTD 
ABDUL FARIS UMLATI 

 
Diundangkan di Waisai 

pada tanggal 6 September 2022 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT, 
   CAP/TTD 

YUSUF SALIM 
 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2022  NOMOR 26 

 
 

Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang aslinya, 

An.SEKRETARIS DAERAH 

ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KESRA 
                   Ub 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
 

 
 
MOHAMMAD FADLY TAFALAS, SH 

PEMBINA (IV/a) 
NIP. 19790527 200502 1 001 
 


